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PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANqLJ LR
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TENTANG l |
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEI\)[ATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA l

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Iupia‘ci Ka‘&\;pat_en_
’ Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 004 Tahun 2013 tentang

perubahan -ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab . b
Lematang Ilir Nomor 12 Tahun 2013, tgnta‘mgf Peribentukan ‘ |
Organisasi Dinas'Daerah.Kabupa’ten Penukal AbabiLematang 117, S
(Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Let atiimg Uir Tahun
2013 Nomor 12 ), Waka perlu diatur dan dits ta_;f;bkzm \peratu_ran ! ' 'I
pelaksanaannya; \ . | R
b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dun%ksud dalam. huruf o o

a, perlu menetapkan peraturan Bupatl tentang Pcliz;baran Tugas dan i

‘Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bupaten Penukal ' i
Abab Lematang Ilir. | ;
Mengingat :, 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang undang Dasar Negara Repubhk Indonesia - ;
Tahun 1945; B -
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

) | ..
Kepegawaian (Lembar Negara - Republik -Indonesia Tehun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

e e o S e =

3041), scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RepubhlL Indonebla Nomor |
3890); ~
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggardan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan T\Iepotmme'
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun |1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notmor 3851);
4, Undaﬁg—Undang Nomor 7 Tahun 2013 'tent g ,P.embéntukan
— ' Kabﬁp_aten Penukai Abab L_ematang Hir di -PfOVinsi Sumatera Selatan




10.

11.

12.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun|20}3 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I\}omtpr 5400);,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pclmexjntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indounesia Tahun 2004 Nomor 125,
Té.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844); ,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenLang: Perimb_angan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daérah (L\;l_u%lbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lerhbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Ke;waréﬁhegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republi M§onesia Tahun
2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara $ep1iblik Indonesia
Nomor 4634); :
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2006

Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor
4674); | |

UndangQUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran i\legar‘a Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan !Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); ‘ ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 teh:tang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ten|tang Administrasi
Kependudukah (Lembaran Negara Republ-ik.Ind(Jnesi_a Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republilll Indonesia Nomor
4736); | |

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ténta}ng Perﬁbagién |

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota exiﬁbaran Negara

 Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tlenta,ng Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republi_ll Indonesia Nomor

4741),

T



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentan£ Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan SigJil;

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua

atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 t|entang Penerapan
Kartﬁ Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kepehdudukan secara
Nasional; ‘ :
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Taﬂun, 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk d}an Pencatatan
Sipil di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 TalLun' 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebag;i&n'ana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia T 2010 Nomor
537): | ~.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 téntang
Standar Pelayanan Minimal Dibidang pemerintahan Dalam Negeri di

Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbilsis; Nomor Induk

Kependudukan secara Nasional; h ‘

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Perixgelolaan - Sistem
|

Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 26 Tahun 2011 tentang

Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri; |
Peraturan Daerahh Kabupaten Penukal Abab Lemailtang 1lir Nomor. .7
Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir Tahun .... Nomor..., eba_gaimar’_la telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kabupaten Penukal bAbab
Lematang [lir Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran ]g)aexf‘ah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Iir Tahun 2012 Nomgr 12, Ta.mbahan

Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lexeiatang Ihr Tahun
2012 Nomor  );

.....

Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor
Tal.mn' 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependﬁdukan
dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu TaAda Penduduk dan
Akta Catatn Sipil;




Menetapkan :

|
' rr
MEMUTUSKAN ‘
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG FLIR TENTANG
PENJABATAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 \
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. ‘&S
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat DaeJah sebagﬁ unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. 1 .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lemamlg Lir.

6. Pemerinntahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Penterintahan oleh
Pemerintah Daerah Dewan Perwakxlan Rakyat Daerah : -menurut asas
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dlrnaksud dalam Undang-Undang ‘Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. | _

7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewapb!m daé‘fah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemermtahén dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang- dangan

8. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urus_an
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat meﬁurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem! Negara Kesatuan

Republik Indinesia.

9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu :Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Selq‘etaralt Daerah,

Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerl‘lh, Kecamatan, dan

Kelurahan.

10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupzlten ‘Penukal Abab

Lematang Ilir. |

11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab

Lematang Ilir.




12.

13.
14.

15.

(D

(2)

Dinas Daerah adalah Dinas Kependudukan dan PencatataIL S_ipil Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir.
Unit pelaksana teknis adalah pelaksana tugas teknis pada Dinas.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tggas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BABII
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ‘&S
Pasal 2 L_

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan umsur pelaksana

P

otonomi daerah di bidang Kependudukan dan Penca1l'atap Sipﬁ\_sésuai

dengan urusan Pemerintahan Kabupaten serta peraﬁﬁn peruﬁdang-

undangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala |

Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melatui
Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas- melaksanakan

urusan Pemerintahan Kabupaten di bidang Kependudukan deln Hencatatan Sipil

berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perétura.n

Bupati ini, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

a.

Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan uml ,. pelengkapan,
Kepegawaian, keuangan dan Perencanaan; 1 .
Penyiapan perumusan pengembangan, penyerasiar* kebijakan dan
perencanaan kependudukan; |
Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang
K ependudukan dan Pencatatan Sipil; |
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; _
Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup (tugasnya; '
Pelaksanaan _pengelol_aan. informasi Administrasi Kependudukan;

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Penduduk

B



h. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pencatatan Sipil;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
fungsinya;
BAB III
ORGANISASI
Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir, terdiri dari :
a. Kepala Dinas; '
/B) Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Perencanaan;

@ Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga; «
2. Seksi Pelayanan Kartu Tanda Penduduk; dan ~
3. Seksi Pelayanan Pindah dan Datang. -

@- Bidang Pencatatan Sipil, membawahif:

1. Seksi Pelayanan Pencatatan Akte Kelalﬁran; .

2. Seksi Pelayanan Pencatatan perkawinan, Perceraian dan Kematian;,

|
dan

dengan tugas dan

3. Seksi Pelayanan Pencatatan, Pengangkatan, Penga’llkuan, Pengesahan

Anak dan Perubahan Akte. .~

@ Bidang Informasi Data dan Pelaporan, membawabhi :

2. Seksi Data Kependudukan; dan
3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

@ Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

5

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan| Péncatatan Sipil

sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB IV
TATA KERJA
Pasal 6

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas meraimpin
dan melaksanakan program dan kegiatan penataan dan penerbitah dokumen dan
data kependudukan melalui pengembangan penyesuaian keb1jakm1 perencanaan
kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya ‘ untuk pelayanan
publik dan pembangunan sektor lain.
|
Pasal 7 | ‘3&5

Melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati 1ni,
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
a. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, pelengkapan, kep?*?g‘a.waian,

keuangan dan perencanaan administrasi kependudukan; .‘
b. Menetapkan kebijakan teknis pengembangan, penyeraan kebijakan dan

perencanaan kependudukan;
c. Menetapkan standar, norma, pedoman, kriteria. dan p#ose{dur pelayanan

administrasi kependudukan; . |
d. Menetapkan rencana kerja dan anggarajxi administrasi Kependudukan dan

pencatatan sipil;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kepedeukam

f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis sertai  pengawasan

penyelenggaraan administrasi kependudukan;

g. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kcpendudukan
h. Pelakasanaan pengelolaan informasi adm1mstr351 kependdukan
i. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data adm1mstra81 ercndudukan;

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; ;

1

k. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
1. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam li ingkup tugasnya
m. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati;

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai derigan tugas dan
fungsinya.




-

Pasal 8
Sekretariat, mempunyai tugas penyusunan rencana kerja dan anggaran,

keuangan, urusan umum, perlengkapan dan kepegawaian.

Pasal 9

o

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan

Bupati ini, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

Menyusun dan merumuskan rencna kerja operasional kesekretariatan;

b. Mengatur, mendistribusikan dan  mengkoordinasi

kesekretariatan;

an  tugas-tugas

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengavl'rasan pelaf{;\énaan

kesekretariatan;

d. Menyusun dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen

pelaksanaan anggaran (DPA) administrasi kependudukan;

e. Melaksanakan dan pengelolaan urusan keuangan dan retrib

i pendapatan;

f. Melaksanakan dan pengelolaan wurusan umum dan . kepegawaian,

perlengkapan, hukum, organisasi dan tatalaksana;

g. Memeriksa dan meneliti hasil kinerja kesekretariatan;

h. Mengevaluasi dan membuat laopran pertanggungjawaban hasil kinerja sub

bagian ke Kepala Dinas;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Di].%lasisesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas .

a. Menyusun rencana program dan kegiatan dalam pengelolaan urusan

ketatausahaan, tata persuratan dan tata kearsipan, urusan rumah tangga,

pemeliharaan perkantoran, I(@protokoian, penelaahan

hukum, peraturan

perundang-undangan,  pengelolaan pelengakapan :dan  urusan

kepegawaian;

b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan

teknis, pedoman pelaksanaa dan petunjuk teknis

rtd bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan urusan umum dan kepeéawaiau; ‘

c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tﬁgaa-tugas sub

bagian umum dan kepegawaian;

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis s

erta  pengawasan

pelaksanaan tugas sesuai petunjuk dan ketentuan yang };Lerlak_u;




o

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengﬁ:lola data. urusan
ketatausahaan, tata persuratan dan tata kearsipan, urusan;rumah tangga,
pemeliharaan perkantoran, keprotokolan, penelaahan hukum, peraturan
perundang-undangan dan kepegawian; s |
Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyu%un";an kebijakan,

pedoman, petunjuk teknis mengenai urusan umum dan kc;iegawaian;

Menginventarisasi ~ permasalahan-permasalahan  yang . berhubungan

dengan urusan umum dan kepegawaian; |

. Melakukan pengurusan ketatausahaan, tata persuratan|dan tata kearsipan

dengan cara :

1. Mencatat surat masuk dan keluar dalam buku agenda da;hgkartu

kendali;

2. Mengetik surat keluar, mengantar ke alamat yang ditujﬁ;

3. Mengadakan pemberkasan, penyimpanan dan penyusxian arslp sesuai
dengan tata kearsipan; - . A

4, Menghimpun produk-produk yang telah diikeliﬁ,larkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. '

melakukan inventarisasi kebutuhan dan mencatat alat tulis, peralatan

kantor;

melakukan perawatan, pemeliharaa; J barang-barang | inventaris kautar

yang dimanfaatkan dan menjadi tanggung jawab dengan céra :

1. mengatur pemakaian/pemeliharaan barang dan Ipeﬂ:alatan dengan

berpedoman kepada petunjuk pengoperasian serta metine]ihara daftar

inventaris ruangan;

2. melakukan perbaikan, perawatan sarana dan prasarana peralatan

penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Perpduduk (KTP) dan
Akta Catatan Slpil. '

. Melakukan pengurusan dan pengolah urusan rumah tangga, pemeliharaan

perkantoran, keprotokolan, penelaahaan hukum, per turah perundang-

undangan;

Melakukan pengurusan dan pengelahan urusan kepegaaian;

. Melakukan pembuatan daftar hadir pegawaian, menc taté;_dan mengecek

jumlah yang masuk dan tidak masuk kerja dengan alas nny;'a;

Melaksanakan dan pengelolaan perlengkapan, penat ini)zentaris barang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan y&_;ng berlaku;-
Memeriksa dan meneliti. hasil kineja sub Bagiani Umum dan

Kepegawaian;



(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a,

Mengevaluasi dan mebuat laporan pertanggungjawaban hasil kinerja sub
Bagian Umum dan Kepegawian kepada sekretaris;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan s%sué_ii dengan tugas

dan fungsinya.

Menyusun program kerja dan kegiata.n dalam pengelolaan urusan
keuangan |
Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tigas-tugas sub
Bagian Keuangan;
Memberiukan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengéwasan
pelaksanaan tugas sub Bagian Keuangan;
Melaksanakan dan pengelolaan perencanaan anggaran pcndapatcm
belanja; SR

Melaksanakan dan pengelolaan pembukuan, perivikasi, j:erbenddharaan |

dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta pengelolaan retribusi
pendapatan;
Melaksanakan dan pengelolaan tata usaha keuangan, pembukuan,
perivikasi, perbendaharaan dan lapc_i;an peﬁanggungbaw@ban’ keuangan
serta pengelolaan retrisbusi pend;i)atan sesuai |dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Memeriksa dan meneliti hasil kinerja sub Bagian Keuangan,;
Mengevaluasi dan membuat laporan per_ta.nggﬁn awa;,ba.n keuwangan
kepada sekretaris; | ‘

Melaksanakan tudgas lain yang diberikan oleh atasan Lesu;;ai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Perencaanaan, mempunyai tugas :

a.

Meaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan !Anggaran Belanja
Pendapatan administrasi kependudukan;

Melakukan koordinasi perencanaan kependudukan; ‘

Mengatur, mendistribusikan dan me.ngkoordina’sik'in tﬁgas—tug_as_ ‘sub
Bagian Perencanaan; | ’.
Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis Sert:fa pengawasan
pelaksanaan tugas sub Bagian Perencanaan; |
Melaksanakan pengelolaan dan perencanaan anggardn pendapatan
belanja administrasi kependudukan; |
Melaksanakan dan penyusunan rencana kerja dap anggaran (RKA)
Pendapata belanja admnistrsi kependudukan; |




'r)—

g. Melaksanan penyusunan Rencana Strategis (Remtra) administrasi

kependudukan;
h. Melaksanakan penyusunan keuangan Rencana

administrasi Kependudukan;

Kinerja  (Renja)

1. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) administrasi

kependudukan;

J. Melaksanakan penysunan dan pendapatan dokumen pelaksana anggaran

(DPA) administrasi kependudukan;

k. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas
pemerintah  (Lakip), penetapan kinerja (Tap
kependudukan; ‘

I, Memeriksa dan meneliti hasil kerja sub Bagian Peréncanaan;

kinerja instansi
Kin) - administrasi

~

kS

m. Mengevaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban hasil kinerja

sub Bagian Perencanaan oleh sekretaris;

-

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesudi dengaﬁ tugas

dan fungsinya.

Pasal 11

Bidang pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan

‘dari pengendalian

pelayanan pengelolaan dan pencatatan penduduk baik Wargal Nejgara Indonesia

dan Warga Negara Asing.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dailam Pasal 11

Peraturan Bupati ini, bidang pencatatan sipil menyelenggarakan fung51

a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan bidang

;Lenc?atatan sipil;

b. Melaksanakan, mengelola dan pengumpulan data pechyanan pencatatan

sipil;

¢.  Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tu:gas pencatatan

sipil;

d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan pelaksanaan

bidang pencatatan sipil;

. Melaksanakan pencatatan peristiwa penting yang dm’larm oleh dalam

regristrasi pentcatatan sipil;

f.  Melaksanakan pencatatan kejadian yang dialami seseors

ang ! yang mehputl

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceralan pqngakuan anak,




(M

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan
status kewarganegaraan;
Melaksanakan pencatatan, pendafataran, pemeriksaan dah penelitian berkasb
pencatatan, pengelolaan data kelahiran bagi Warga Negara;g; Indonesia dan
Warga Negara Asing; .:
Melaksanakan pencatatan, pendafaran, pemeriksaan dan peincli'tianvb‘erkas
pencatatan, pengelolaan data perkawinan bagi Warga Ne garei Indonesia dan
Warga Negara Asing; |
Melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan pcnelitiaﬁ berkas
pencatatan, pengelolaan data perceraian bagi Warga Neﬁgara Ind,oné.sia_dan

Warga Negara Asing; | &S |

Melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan pe“nelitian berkas
pencatatan, pengelolaan data kematian bagi Warga Nne ara Indonesia dan
Warga Negara Asingl; ‘ l | —~ .
Melaksanakan pencatatan, pendafataran, pemeriksaan dan penelitian Tberkas
pencatatan, pengelolaaan data serta penerbitan akta, pengakuan dan
pengesahan anak bagi Warga Negara Indonesia dan Wargla Negara Asing.;
Melaksanakan pendafataran, pemeriksaan dan penelitian bericas pencatatan,

pengelolaan perubahan status Kewarganegaraan dan ganti na.tina;

Pembinaan dan pengawasan pelasanaan béndaftaran penduduk;

]

Melaksanakan monitoring, evaluasai dan membuat laporafn pelaksanaan.
tugas dan fungsi di bidang catatan sipil; ! |
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DiLlasisesuai _dengan

tugas dan fungsinya;

Pasal 13
Seksi perkawinan dn perceraian mepunyai tugas :
a. Menyusun propgram dan kegiatan dalam pengelolaan d:erkawinan dan
perceraian; '
b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugga-tugas seksi

perkawinan dan perceraian;

c.  Mmberikan petunjuk dan bimbingan teknis Serta pengawasan
pelaksanaan tugas |

d. Memeriksa dan meneliti hasil kerja seksi perkawinan| dan perceraian;

e. Melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan, penelitian berkas
perkawinan, perceraian, perubahan nama, perubahan | status

kewarganegaraan dan pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian

dan peristiwa penting lainnya; |
|



2)

Z)”'i
i

Pengelolaan data perkawinan dan perceraian bagi warga Negma Negara |

Indonesia maupun Waarga Nrga Negara Aaing;

Pelaksanaan penerbitan Pelaksanaan penerbitan tipan akta catatan

 sipil yag meliputi, Akta perkawinan dan akta percetaian;

Penerbitan pemberian Surat keterangan laporan perkawinan dan
perceraian; |
Mengevaluasi dan membuat laporan hasil kinerja seksi perkawinan dan

perceraian;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan hasil kinerja
seksi perkawinan dan perceraian;

Melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh atasan| sesuaj denkén tugas
dan fungsinya. |

Seksi kelahiran, Kematian dan Pengakuan Anak mempdnyai fugad™ -

a.

Menyusun program kerja dalam pengelolaan seksi?kelaliiran, kematian

dan pengakuan Anak;

Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordmasﬂ(an tugas tugas sek31
Kelahiran, kematian dan Pengakuan Anak;

Memberikan petunjuk  dan bimbingan teknis sexta pengawasan

pelaksanaan tugas; ' |

Memeriksa dan meneliti hasal kinerja seksi Kela}{ijran,éKematiall dan
Pengakuan Anak;
Melaksanakan pencatatan, Pendaftaran, Perneriksana:an, Penelitian
berkas kelahiran, kematian, lahir mati, pengakuan anak, pengesahan
anak dan pengangkatan anak; .
Pengelolaan data kelahiran, Kematian,' Lahir Mati, Pengakuan Anak,
Pengesahan Anak dan Pengangkatan Anak;
Penerbitan Pemberian Surat Keterangan Laporan Kelahjra.n,_ Kematian
dan Pengakuan Anak;
Mengevaluasi dan membuat laporan pertanggungjawabdn hasil kinerja
seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Anak;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan hasil kinerja
seksi Kelahiran, Kematian dan Pengakuan Anak; | |

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atdsan'sesuai dengan

tugas dan fungsinya.




V

Bidang pendaftaran penduduk

Pasal 14
W’

mempunyai tugas melaksanakan dan

pengendalian pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negf.ra'élndonesia dan

Warga Negara asing .

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Pasdl 14 peraturan

Bupati ini, bidang pendaftaran penduduk menyelengarakan gsx

a.

Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan bldang pendafta:an

penduduk;
Melaksanakan, mengelola dan pengumpulan data pelay anan pen@aran
penduduk; | _
Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tuga&tugas bidang
pendaftaran penduduk; | | .
Memberikan petunjukdan bimbinga teknis sertua penga\Lvasan pelaksanadn

Melaksanakan pendaftaran penduduk dengan pencatatan biodata penduduk,

bidang pendaftaran pendudu;

pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, pencatatan dan

penduduk rentan adminitrasi kependudukan serta  penerbitan dokumen

kependudukan berupa kartu identitas atau surst keterang

Melaksanakan pendaftaran, pencatatan atau pel

kependudukan kejadian yang dialami penduduk yang

kei;pendudukan;
poii'a.n ~ peristiwa
harus dilaporkan

karena membawa akibat perubahan KK, KTP yang u%elifj)uti atau surat

keteangan kependudukan lainnya yang meliputi pindah
alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
Melaksanakan pengumpulan, verifikasi dan validasi

peldyanan pendaftaran penduduk baik Warga Negara

Warga Negara asing;

datang, perubahan

dafa pengelolaan

Indénesia maupun

Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk,

pindah dan datang baik Warga Negara Indonesia tmaup
Asing;

Melaksanakan pengelolaan dan penerbitan Nomor Induk
Kartu Keluarga ( KK ) Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) daj

un fWa.rga. Negara

Penduduk (NIK),

h surat keterangan

pindah datang baik Warga Negara Indonesia maupun Wa‘jaga, Negara asing;

Pembinaan dan pengawasan di bidang pendaftaran pend
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan

dan fung51 di bldang pendaftaran penduduk;

duk;
peléksanaan tugas



b !

l.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas|'sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

_ Pasal 16 '
(1) Seksi identitas penduduk mempunyai tugas:

a.  Menyusun rencana program dan kegiatan dala}n pendaftaran
penduduk;

- b, Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan igas—tugas seksi

identitas penduduk;

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis sel[nz pegawasan -
pelaksanaan tugas; B ‘ks

d.  Melaksanakan, memeriksa dan memeriksa meneliti ha!si_ll kinerja seksi

k i

[ !
e.  Melaksanaan pendaftaran penduduk dengan pené:%lta’ran “deggan

identitas penduduk;

pencatatan biodata penduduk, pencatatn atas pela; Ibran perisfiwa

kependudukan, pencatatan dan pendataan pelfcfﬂuduk ‘rentan
administrasi kependudukan serta penerbitan dokumer Ekependuduka.n.
berupa kartu identitas atau surat ketengan képendud :an;'

f.  Melaksanakan pemeriksaan dan_ penelitian penée]olazin' data
pemberian nomor ‘induk kependudlji'can, kartu kelua%kga dan Lartu
tanda penduduk; : o

g.  Melaksanakan dan pengelolaan penerbitan dan peh%be_rian nomor
induk kependudukan, kartu keluarga dah kartu tanda peﬁdudﬁk’;z . f

h.  Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberian riomor induk | Ii
kependuduk penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda benduduk; |

i.  Melaksanakan monitOring,evaluési dan membuat lapcr%’xn pelaksanaan
pemberian nomor induk kependudukan, penerbitan kartu keluaga dan
kartu tanda penduduk; ‘!

J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan |sesuai _dehgé.n
tugas dan fungsinya. |

(2) Seksi pindah datang penduduk mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program dan kegiatan dalam éenyelengaraan i
pindah datang; g : I

b. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tiuéas—tugas seksi |

pindah datang penduduk; l

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis s‘ari_a pegawasan

pelaksanaan tugas;




. d. Melaksanaan, memeriksa meneliti hasil kineljé seksi ipin_dah datang
penduduk; :

— e. Melaksanakan pencatatan atas pelaporan peristilva %:kepen‘dudukan
kejadian yang dialami penduduk yang harus dilapé}\rkan_ karena

membawa akibat perubahan meliputi pindah datang, pei:'ubéhan alamat

serta status tinggal terbatas menjadi tmggal tetap;

f  Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian pengelolaarn mutasi data
perpindahan dan kedatangan penduduk baik Warga Ne’gara Indonesia

maupun Warga Negara Asing;

g.  Melaksanakan dan pengelolaan perubahan mutasi E)enduduk batk
Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asi }&5

h. Melaksanakan dan pengelolaan pendataan pendud rexhtan penduduk
pelintas batas dan pelaporan penduduk  yang tldak . mampu
mendaftaran diri pada tempat pendaftaran administrasi kicpend‘udukan

i, Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengelolaan utasi data pmdah
dan kedatangan penduduk baik warga negara indoania ;grnaupun. warga
negara asing; |

j.  Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laboran pelaksanaan
pengelolaan mutasi data perpindahan kedatangan pendu(ﬁUL baik warga
negara indonesia maupun warga negara asing; |

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atadan %sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Bidang pengelolaan informasi data dan pelaporan Jnempunya,l tugas
mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan per)benntah daerah

di bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependu

Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang maksud dalam pasal 17 peraturan

Bupati ini, bidang pengelolaan informasi administrasi ékependudukan

menyelengarakan fungsi;

Menyiapakan dan penyusunan program kerja di bidang pengelqlaan informasi

administrasi kependudukan;

a. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas—tﬁgas bidang.

b. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta penggwaéan pel_éks‘anan

.
2

bidang pengelolaan informasi administrasi kependuduk




|
_ [ _
Melaksanakan pengelolaan, pengendalian dan penyajﬂar)i data sistem

informasi administrasi kependudukan;

Mclaksanakan pengendalian dan pengeelolaan jaringan dan k;()mlmi}(aSi' data
sistem 1nformas1 administrasi kependudukan sesuai dmgan peraturan
perundang-undangan;

Melaksanakan pembuatan laporan penyajian data, laporc\n kependudukan

dan pencatatan cipil, pemutahiran data penduduk idan database

kependudukan; %

4

Pembinaan dan pengawasan di bidang pengelolaan Flsxem mformasf

1
adm1mstra51 kendudukan;

Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan membuat laporan xlelﬁksanam'gk gas

dan fungsi di bidang pengelolaan sistem  info i administrasi

_ kependudukan;

(D

Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas s{suq; dengan tugas
dan fungsinya. .

Pasal 19
Seks1 sistem informasi administrasi kependudukan:
a.  Menyusun program dan keg1atan pengelolaan dan benyajxan data
kependudukan; :
b.  Mengatur, mendistribukan dan mengkoordinasikan|tugas-tugas seksi
pengelolaan dan penyajian data; '
c.  Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis | sefta pegawasan

pelaksanaan tugas;

d.  Melaksanakan pemeriharaan database kependuduka‘n;
e.  Melaksanakan pemuktahiran data penduduk; f
f  Melaksanakan dan membuat laporan kependudukln dan pencatatan
sipil secara berkala; ’
g.  Memeriksa dan meneliti hasﬂ kinerja seksi pengelolaaih dan penyajian
data; :
h. Melaksanakan dan pengelolaan dan penyajian datia administrasi
kependudukan; o
i. Mengevaluasi membuat laporan pertanggungjawabat hasil kinerja
seksi pengelolaan dan penyajian data; ’
j- " Melaksanakan monitoring,evaluasi dan pelaporan . pembangunan
administrasi kependudukan; | ' :
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.




(2) Seksi jaringan dan komunikasi data mempunyai tugas;

a.

Menyusun program dan kegiatan jaringan, aplikasi d%an komunikasj

data;

¥

Menyusun dan mengelola rencana dan pengadaan perangkat keras dan

perngkat lunak sistem informasi kependudukan; | _
Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordlnasﬂ(an tu?as-tugas seksi
jaringan dan komunikasi data; :
Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis sert%a. pengawasan

pelaksanaan tugas ;

Melaksanakan pemeliharaan perengkat keras dan pérangl\at tunak

lainnya sistem informasi kependudukan; i : }5
Melaksanakan pembangunan dan pengembangan Ja#mgan aplikasi dan
komunikasi data;

Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, Limjbingﬁ?n%telmis,
suﬁervisi dan konsultasi pengelolaan pengembang jagfingan, ajﬁlikasi

dan komunikasi data; |
Pembmaan dan pengawasan pengelolaan Jarm%an, aplikasi : dan

komumka31 data; '

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laLor%n pelaksanaan '

tugas dan fungsi dibidang pengelolaan sistem 1nfo’rmd,51 administrasi

kependudukan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sssu:ij dengan tugas
dan fungsinya. j

Pasal 20

Bidang pengembangan penyerasian kebijakan dan perencanaan‘kepeﬁdUdukan

mempunyai tugas melaksanakan dan pengendalian pengembelmg penycrasian

kebijakan dan perencanaan kependudukan. i

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud da-éam Pasal 20

peraturan bupati ini, bidang pengembangan, peﬁyerasinn kebijaka_.n dan

perencanaan kependudukan menyelengarakan fungsi:

a.

Menyusun, menetapkan pelaksanaan pengembangan, penyerasian kebijal_can

dan perencanaan kependudukan;

Menyusun, melaksanakan dan menetapkan bahan musyaware}h perencanaan

pembangunan kependudukan;




(1) Seksi pengembangan kepcndudukan mempunyai tugas: | ;

Menyusun dan menetapkan bahan paparan perencanaan I[' kependudukan
dinas kepehdudukan dan pencatatan sipil; ;
Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan thafs-tugas bidang

pengembangan, penyerasian kebijakan dan perencanaan k pehdudukan;

Memberikan petunjuk dan bimbingan tehnis serta pengawas;an pelaksanaan
bidang  pengembangan, penyerasian kebijakan dan perencanaan

kependudukan; |

I
Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pc;anyelen_ggaraan
pembangunan administrasi kependudukan;
Melaksénakan kebijakan pengendalian kuantitas penducluk,lpengembangan
kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebb:an pe‘ugluduk
dan  perlindungan  penduduk  dalam pembangunam administrasi
kependudukan; o :

Pembuatan analisis pengendalian kuantltas penduduk, peng\mbangan
kualitas penduduk, pengarahan moblhtas / penataan persebta.ran penduduk

dan  perlindungan penduduk dalam pembangunan administrasi
kependudukan; _ | :
Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kerja sama dinas im.,tanm terkait
dalam  pelaksanaan  kebijakan pengendalian kuantltz_iis penduduk,
pengembangan kualitas penduduk, péngarahan mobilitaés /' penataan
persebaran  penduduk, perlindungan penduduk dalamg pembngunan
adminystrasi penduduk; ' ‘

i'

Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan dan }?enc atatan sipil

dengan dinas instansi terkait; !

Menetapkan indikator, proyeksi penduduk, dan ian%lisis dampak
administrasi kependudukan; | : |
Melaksanakan  monitoring, evaluasi  dan laaporan ! pelaksanaan

kependudukan; !

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepalak dmasl sesuai dengan

|
tugas dan fungsinya. I

Pasal 22 ‘

| I
a. Menyusun rencana program dan kegiatan dala.rxi pengelolaan

pengembangan kependudukan dan pencatatan sipil; 1

b. Mengatur, mendistribusikan dan rnengkoordmasﬂmd tugas tugas seksi

pengembangan pendudukan;



Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis ertz% pengawasan

pelaksanaan tugas,; | ‘

Memeriksa dan meneliti hasil kinerja seksi peng_embangan
kependudukan; ' i '
Menyusun profil kependudukan;

Melaksanakan dan pengelolaan pengembangan kependlidukan dengan

cara.

1. Mengumpulkan dan melakukan identifikasi, ; inventérisas_i,
klasifikasi dan analisis jumlah struktur, kompos&si sj!erta_ kepadatan
penduduk; |

2. Menyusun hasil analisis jumlah, struktur dan oniposml &ﬂ;ngan
memanfaatkan  data  kependudukan un . perencanaan
kependudukan, mengetahui jumlah kelabirar"l, ;}(ematian dan
persebaran penduduk; l ™

3. Melakuakan penyiapan rumusan pengendali

4, TMengidentiﬁkasi, mengiventarisasi, | Ifélengumpulkan,
mengklasifikasi dan menganalisis peraturan pexJu
pelaksanaan peningkatan kualitas penduduk usia an!ka, remaja dan

s {
pemuda serta penduduk usia produktif dan lanjutjusia,

5.  Mengidentifikasi, mengiventarisasi, | n:ﬁengumpulkan,
mengklasifikasi dan menganalisis peraturan peMﬁmg-mdmgm
dalam pelaksanaan penataan persebaran penduc!iuk %antar wilayah,
kota dan desa; i

6. Mengidentifikasi, mengiventarisasi, ! mienguhap_ulkan,_
mengklasifikasi dan menganalisis peraturan pe{;runéang—undan.gan
dalam pelaksanaan penataan urbanisasi dan migrési rion permanén;

7. Mengidentifikasi, mengiventarisasi, . n-;}engumpulkan
mengklasifikasi dan  menganalisis perature|1n | perundangan-
undangan dalam pelaksanaan penataan pengembangan sistem

| perindungan dan pemberdayaan penduduk; L

8. Mengidentifikasi, mengiventarisasi, ' mengumpulkan,
mengklasifikasi dan menganalisis peraturan penm@ang-tmdangan
dalam  pelaksanaan  penataan pengembang_d:,n wawasan
kependudukan melalui jalur pendidikan fo ial, ;informal- dan
nonformal; |

Mengevaluasi dan membuat laporan pertanggungm&abap hasil kinerja

seksl pengembangan kependudukan;

an }vertilitas dan

nd%mg- undangan




|

B

l_

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuaﬂ, pelaporan

pengembangan administrasi kependudukan; | ’

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan ¢sesua1 dengan

tugas dan fungsinya.

(2) Seksi penyerasian kebijakan dan perancanaan kependudukélm mempunyai

tugas:

a.

" Menyusun dan menetapkan bahan musyaw

Menyusun rencana program dan kegiatan deglam; penge]olaan
penyerasian kebijakan dan perencanaan kependudukan;
Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tuéas—tugas sekst

~

penyerasian kebijakan dan perencanaan kependudukan; &5

Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan, pen: eras1an kebijakan

f

dan perencanaan program kependudukan; |
Jxah% perdncanaan
| ;
pembangunan kependudukan ; |
Penyusunan bahan paparan perencanaan kependudukaqll SKPD .. dinas
kependudukan dan pencatatan sipil; |

Memberikan petunjuk dan bimbingan tehnis serte% pengawasan

pelaksanaan tugas; |
Memeriksa dan meneliti hasil kinerja seksi penyerasiangkebijakan dan
perencanaan kependudukan; |

Melaksanaan pengelolaan penyerasian kebijakan dan per{mcanaan:

1. kependudukan dengan cara: mencari, mgngqnpulkan dan
melakukan pengelolaan data dan informasi cilalafn penyusunan
indikator kependudukan dan penerapan pengembangan mdlkator
kependudukan; .

2. mengidentifikasi, mengiventarisasi, : niengumpu]kau
mengklasifikasi dan  menganalisis peraturqn perundang-
undangan pelaksanaan  penyusunan darh pemanfaatan
proyeksi penduduk; |

3.  mengidentifikasi, mengiventarisasi, ,I njeng_umpulkén,
mengklasifikasi dan  menganlisis perliturdg;n perundang-
undangan dalam pelaksanaan penataan pergebai‘an penduduk
antar wilayah, kota dan desa; ,

4. mengidentifikasi, mengiventarisasi, rxiengumplﬂkan,
mengklasifikasi dan menganalisis peraturan peirundang-uﬁd_angan
dalam pelaksanaan penataan  urbanisasi ./dan| migrasi non
permanen; . Lo

| !



5. mengidentifikasi, mengiventarisasi,

5
|
j
{

Fr

t?engumpulkan,

méngklasiﬁkasi dan menganalisis peraturan perunpang-undangan

dalam pelaksanaan penataan pengembangan smteLb perhndungan

dan pemberdayaan penduduk;

6. mengidentifikasi, mengiventarisasi,

f

mengumpulkan,

mengklasifikasi dan menganalisis peraturan perimdang,-mldang

dalam pelaksa.naan penataan pengembange;m -wawasan

kependudukan melalui jalur pendidikan formal,;! informal dan

nonformal; :
melaksanakan  kebijakan  pengendalian kuantita§  penduduk,

pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobj

l;itas/ pen%{éan

persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalamr pembaungunan

administrasi kependudukan;

pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk,

pengen{%ga.n

kualitas penduduk, pengarahan mobilitas -/ .penatag'm _persebaran

penduduk  dan perlindungan  penduduk  dalam
administrasi kependudukan;

melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan kerja sama
terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengandalian kuan
pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobi
persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam|

administrasi kependudukan:

,!pembangunan
;
jDinas instansi
|

litas penduduk,
“tas / pentaan

pemb_a-ngunan

melaksanakan dan menyusun pelaporan dan pecatatan p%ogram kmer_]a

administrasi kependudukan;

hasil kinerja  seksi
kependudukan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

penyerasian  kebijakan dan

tugas dan fungsinya.

. mengivaluasi, menyusun dan membuat laporan pertaleggungjaWaban

| perencanaan

sesuai dengan
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KETENTUAN PENUTUP
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati

Perjukal Abab

Lematang Ilir Nomor Tahun 2013 tentang Penjabatan Tugas dan Fl*ngsi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten
Lematang Ilir Nomor Tahun 2013) dicabut dan dinyatakan tidak b

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Talang Ubi

Pada tanggal : 26 November 2 01$

ENJABAT BUPATI

Petjukal Abab

Erlzﬁ\m. |

ki

§
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